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Menimbang

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
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TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024
BUPATI CIREBON,

bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanva perubahan vang
mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah
di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah
rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa- Perangkat daerah menyusun Rencana strategis
yang herpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Fvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim
Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirehon
Tahun 2019-2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 enlang Penelapan
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijjakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 [(COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman vang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63485);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah




10,

11.

12,

13.

14,

13.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janglka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklarur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomaor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Rabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerrah MNomor 7 2 Tahun 2019 tentang Hencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembarman Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Namor 6) ;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan




Menetapkan

KESATU

KEDUA

16.

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 20);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomaor 35).

MEMUTUSKAN ;

Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis UDinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini

Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

i,

mengumpulkan dan mengolah data dan informasi

terkait;

1) data sumber daya manusia pada Dinas
Perhubungan baik PNS PPPK maupun non ASN.

2] data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5
(lima) tahun terakhir termasuk data aset atau
barang modal yang dimiliki.

3] data capalan kinerja pelayanan perangkat daerah
terutama realisasi capaian indikator Standar
Pelayanan Minimal, data realisasi indikator
SDCGs/Tujuan Pembanguan Berkelanjutan, data
realisasi  indikator  kinerja  kunei  urusan
pemerintahan lima tahun terakhir.

menginventarisir, mempelajari dan menerapkan

peraturan perundang-undangan yang terkait

perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan
urusan pemerintahan yvang menjadi tugas pokok dan
fungsinya,

mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau

petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah dan dokumen rencana
perangkat daerah;

menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan,

menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024;

melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah
untuk membahas rancangan Perubahan Rencana




KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
1. ¥th. Kepala

Strategis Dinas Perhubungan;

menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024;
menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024
kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan
verifikasi;

memperbaiki dan  menindaklanjuti saran dan
rekomendasi dari Bappelithangda untulk
penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024; dan
melakukan pengendalian penyusunan  kebijakan
dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal L wod 2020

BUPA EBON,

L]

o

IMEON

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
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TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Penanggung jawab
Ketua Tim
Sekretaris Tim
Kelompok Kerja
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a. Sekretariat
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9. Yudi Permadi

. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
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Perhubungan
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BUPATI CIREBON,

A\ -
IMRON
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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 — 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 — 2024 Kabupaten Cirebon. Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kera Pemernntah Daerah, hal ini dalam rangka mencapal
keterpaduan dan sinkronisasl perencanaan, pelaksanaan, dan  pengendalian
kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalul regulasi, forum koordinasl dan
musyawarah rencana pembangunan,

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten
Cirebon dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain;
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan
akan dievaluasi sebagal perwujudan |aporan akuntabilitas kinerga instansi
pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai
indikatornya dapat terukur.

& Pembina Utama
NIP. 19681121 199603 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Megen Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tala Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daemah,
Tala Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
sefta Tala Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemernntah
Daasrah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daemh yang selanjuinya disingkat
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkal Daerah untuk
periode 5 (lima} tahun.

Ranstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciebon Tahun 2019 - 2024
disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan
yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Rumusan permasalahan perhubungan diparoleh
dari Focussed Group Discussion yang dikumpulkan oleh anggota lim penyusun
Renstra Dinas Perhubungan dan rumuesan  hasll  evaluasi  pembangunan
seklor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Daerah Kabiupaten Cirebon.

Renslra Dinas Perhubungan Cirebon Tahun 2019 - 2024 merupakan
sualy proses yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun wakiu
1 (salu) sampal 5 (ima) tahun sebagal kelanjutan dan pencapaian pembangunan
urusan Perhubungan yang lelah dicapai tahun — tahun sebelumnya. Dalam periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018,
Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan lugas dan fungsinya dalam
peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
diharapkan menjadi jawaban konkrit lerhadap terciplanya sistem lransporias: yang
efeklff, efisien, dan berkualitas yang merupakan luntutan  masyarakal
Kabupaten Cirebon. Dengan melakukan perbuatan nyala yang luar biasa secara
sistamatis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang
dirumuskan secara kolekiil oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan
kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna  mendukung
tercapainya visi dan misi Pemerntah Kabupaten Cirebon.




1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan dalam menentukan rencana stralegis Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan:

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sisle Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 lentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkulan
Jalam,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daarah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 lentang Angkulan
Multimoda

Peraturan Pamerintah Momor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuban Lalu Linlas;
Peraturan Pamerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
dan Angkulan Jalan,

Peraturan Pemerintah Momor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia Bidang Transporiasi,

Peraturan Pemerinlah Nomor 55 Tahun 2012 tenlang Kendaraan;
Peraturan Pemerintah Nomor B0 lahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di  Jalan dan  Penindakan
Pelanggaran Lalu Linlas dan Angkulan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah MNomar 82 Tahun 2013 lenlang Investigasi
Kecelakaan Transportasi,

Peraturan Pemerintah Nomaor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 12 Tahun 2018 Ten-
tang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraluran Presiden Nomor 59 Tahun 2017 teniang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjulan (Lembaran Negara
Rapublik iIndonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 fentang Tala
Cara Perencanaan, Pengendafian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pambangunan Jangka Panjang Daermh dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serla Tala Cara Perubahan Rencana




Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerinlah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam MNegen Momor 80 Tahun 2018 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenkialur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Kepulusan Menten Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang
Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikas:, Kodefsikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor § Tahun 2008
Tentang Pembentukan organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon
(lembar daerah Kabupaten Cirebon Nomaor 5 tahun 2008 seri D .4);
Peraturan Daerah Kabupalen Cirebon Nomor @ Tahun 2012 lentang
Sistemn  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupalan Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E 4)
Peraturan Daerah Kabupaten Cirabon Momar 7 Tahun 2018
Tentang Rencana Tata Ruang Wileyah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 — 2038;

Peraluran Daarah Kabupaten Cirebon Momor 7 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Cireban Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupalen
Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E.3),

Peraluran Daerah Kabupalen Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Parubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkal Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupalen Cirebon Tahun 2021
Momor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupalen Cireboan Nomor 8 Tahun 2021 fentang
Paerubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor &)

Peraturan Bupali Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kena Dinas Perhubungan Kabupaten Cireban

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

sirategi,

Maksud disusunnya Rancana Sirptegis Dinas  Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 adalah menjabarkan lujuan, sasaran,
dan program dalam pelaksanaan lugas dan fungsinya pada
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tahun 2019 - 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan,

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai pedoman unluk menyusun program dan kegiatan jangka wakiu
lima tahun;

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen
RPJMD Tahun 2019-2G24;

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Siralegis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun dengan

sistematika

BAB |

BAB 1l

BAR I

sebagal benkut;

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Peanulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Crganisasi Perangkal Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Parangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkal
Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Slrategis Kemenlenan/Lembaga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Stralegs

3.5 Penentuan Isu-msu Slralegis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN




BAB VI REMNCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAE VIl KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAE VIl PENUTUP




BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana fugas Pemarinlah Daerah
di bidang Perhubungan yang dibeniuk berdasarkan Peraturan Bupatl Cirebon
No 21 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan
{ Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 35 8erd D) dengan Fungsl,
Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sabagal berikul

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
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Gambar 2.1 - Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab, Cirebon

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupalen
Cirebon, adalah sebagal benkul

L KEPALA DINAS
1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bartanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan




1.1

pemerintahan bidang parhubungan yang menjadi kewenangan Daerah
dan lugas pambantuan yang diberikan kepada Daerah,

3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), menyalenggarakan fungsi;

.

~ 0 805

o

perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan:
perumusan kebijakan bidang perhubungan;

pengelolaan lalu intas dan angkutan jalan;

pengelolaan prasarana perhubungan;

pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
pelaksanaan adminisiras| Dinas Perhubungan,

pengevaluasian dan  pelaporan  pelaksanaan  keglatan
Dinas Perhubungan; dan

pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh Bupali yang
berkaitan dengan lugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

1) Sekretarial Dinas dipimpin cleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di
baviah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Sekretarial Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan adminisirasi umum dan

kepagawalan, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan serla mengoordinasikan perumusan dan  pelaksanaan

kebijakan leknis di bidang perhubungan.
3) Sekretarial Dinas delam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pada ayal {2) manyelenggarakan fungsi:

a.
b.

perumusan bahan perencanaan pada Sekrelaral Dinas
pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan leknis
di bidang perhubungan;

pengendalian  pelaksanaan wrusan  perengkapan  dan
kerumahtanggaan;

d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan

pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan
dan kehumasamn,
pengendalian pengelolaan. Administrasi kepegavaian,
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g. pengendalian pengelolaan administrasi  keuangan dan
pengelolaan aset/barang milik daerah,

h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan
penganggaran;

. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan
kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerimahan;

| pengoordinasian penyusunan penataan organisas dan iala
laksana,

k. pengsvaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegatan Sekretarial
Dinas; dan

| pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaiian dengan lugas dan Tungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan
beranggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyal lugas merumuskan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan
pelaksanaan  kegalan  pengelolsan  uwrusan  ketatausahaan,
kerumahlanggaan dan adminisliras! kepegavealan.

3J) Subbagian Umum dan - Kepegawalan dalam melaksanakan fugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, menyslenggarakan lungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan
Kepagawaian,

b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;

c. pelaksanaan penjagaan kebersihan ingkungan kantor,

d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rahabililasi sarana
dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/cperasional;

e, pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tanger meliputi
fistrik, air, lelepon serla peralatan rumah langga kantor,

f. pengelolaan administrasl persuratan/dokumen baik masuk
maupun keluar ‘sera pelaksanaan pendistribusian
surat/dokumen kedinasan,

g. pelaksanaan penyediaan alal tulis kantor den barang celakan
serta penggandaan,




h. pangendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan
kehumasan;

I, pengoordinasian panyusunan Standar Operasional Prosedur
dan Standar Pelayanan serla pelaksanaan Survel Kepuasan
Masyarakat,

|. penyimpan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis
kebutuhan pegavai,

k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkal,
kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai,

. pelaksangan wurusan disiplin pegawal, penghargaan, dan
evaluasi kinerja pegawal sera pangembangan pegawal,

m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawalan, dan

n. pelaksanaan fungsl lain yang dibenkan oleh Sekretaris Dinas
yang berkailan dengan tugas dan fungsinya.

.22 Subbagian Program dan Keuangan

1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin cleh Kepala Subbagian
Program dan Keuangan vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretars Dinas.

2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai lugas merumuskan,
mengoordinasikan, mamantau, mengevaluasi dan  mengendalikan
pelaksanaan kegialan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan serla pengelolaan administrasi keuangan dan asel.

3) Subbagian Program dan Keuvangan dalam melaksanakan fugas
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencansan pada Subbagian Program dan
Keuangan,

b. penylapan bahan perumusan dan pengoordinasian pamyusunan
perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategs
(Rensira), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

¢ penyusunan peranjian kinera, Indikator Kinerja Kuncl (IKK),
Indikator Kinerfa Utama (IKU) dan  penyiapan  bahan

pokiksanaan evaluasi Kinarjsa;




1.2
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penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan/alau Laporan Kelerangan Perlanggungjavwaban (LKPJ),

. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasl risiko, analisis

nsiko, dan rencana tindak pengendalian nsiko serda pel poran
pengendalian risiko;
penyiapan bahan penyusunan penalaan orgamsas:;

. pengelolaan dan penyafian dala dan informasi pelaksanaan

program dan kegiatan,

. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan adminisirasi

keuangan;

pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan,
perylapan bahan lindaklanful laporan hasil pemeriksaan;
pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan,
penyusunan rencana kebuluhan barang milik daesrah dan
pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

. penyusunan laporan dan rekonsiliasl barang milik daerah;
. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegialan Subbagian

Program dan Keuangan, dan pelaksanaan fungsl lain yang
dibarikan oleh Sekrefaris Dinas yang berkailan dengan lugas
dan fungsinya.

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin cleh Kepala Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan yang berkedudukan di bawah dan bartanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas,

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyal tugas merumuskan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan
pelaksanaan program kegiatan lalu lalu lintas dan angkulan.

3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan lugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi;

perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan;

b, perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan

C.

sarta pengujian sarana;
penyelenggaraan pelayanan pemochonan analisis dampak falu
linlas serla penataan lalu lintas parkotaan di kabupaten;




1.3.1

pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan
udarm,

pengendalian palaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu
lintas;

pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi
jalan;

. pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur

yang berlaku;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegialan Bidang
Lalu Lintas dan Angkulan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya,

Seksi Lalu Lintas

1) Seksi Lalu Limtas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Lalu Lintas dan Angkulan.

2) Seksl Lalu Lintas mempunyal lugas merumuskan, mengoordinasikan,

mamantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan
pemohonan analisis dampak lalu linlas serla penataan lalu linlas.
perkolaan di kabupaten,

3) Seksl Lalu Lintas dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), menyelenggarakan fungs: ;

a.
b,

perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
penyiapan bahan perumusan kebfakan feknis di bidang lalu
lintas;
pelaksanaan penetapan rencana induk  jaringan LLAJ
Kabupalan,
penetapan lintas penyebrangan dan persefujuan pengoperasian
unluk jaringan lur kereta api kabupalen;
penelapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah
kabupatan,
penstapan rancana induk perkeralaapian kabupaten;
penetapan jaringan jalur kereta apl yang jaringannya dalam 1
(satu} daerah kabupaten;

11




h. penetapan jaringan pelayanan perkerelaapian pada jaringan
jalur perkeretaaplan kabupaten;

I. penyedisan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas uniuk jaringan jalan kabupaten;

). perselujuan hasll analisa dampak lalu lintas unluk jalan
kabupatien;

k. pelaksanaan manajemen dampak lalu inlas; 1. pendataan dan
pemelaan informasi dampak lalu linlas;

I pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu intas;

m. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Lalu Lintas, dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu
Lintas dan Angkulan yang berkaitan dengan lugas dan
fungsinya.

1.3.2 Seksi Angkutan

1} Seksi Angkulan dipimpin oleh Kepala Seksi Angkulan yang
berkedudukan di bawah dan berfanggung jawab kepada Kepala Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan.

2) Seksi Angkutan mempunyal tugas merumuskan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi  dan  mengendalikan  pelaksanaan
pengelolaan angkulan darat, laut, sungai dan udara.

3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Angkutan dalam
melaksanakan lugas menyelenggarakan fungsi .

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkulan,

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan leknis di bidang
angkulan,

c. pengendalian penyelenggaraan angkulan umum unluk jasa
angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupalen;

d. penelapan kawasan perkolaan unfuk pelayanan angkutan
perkotaan dalam 1 (salu) daerah kabupalen,

&, penslapan rencana umum jaringan lrayek perkotaan dalam 1
(satu) daerah kabupaten;

f. penstapan mencana umum janngan lrayek pedesaan yang
menghubungkan 1 (salu) daerah kabupater,

g. penarbitan rekomendasi zin penyelenggaraan angkutan orang
dalam irayek pedesaan dan perkolaan dalam 1 (salu) daerah

kabupaten;
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h. penelapan tarl kelas ekonomi untuk angkutan crang yang
melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten seria
angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya
datam daerah kabupaten;

i. penerbitan @in pengadaan atau pembangunan perkeretaapian
khusus dan izin oparasi;

| penetapan jalur kereta api khusus yang janngannya dakam
daemah kabupaten;

k. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan
angkutan khusus,

I pengolahan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan
dan izin trayek;

m. pangawasan dan pendaflaran kendaraan bermotor untuk
angkutan umum,

n, pengelolaan retribust tanf angkulan;

o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seks
Angkutan; dan

p. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lali
Limlas dan Angkutan yang berkaitan dengan lugas dan
fungsinya.

1.3.3 Seksi Pengujian Sarana

1) Seksi Pangujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Sarana
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

2} Seksi Pengujian Sarana mempunyai  fugas  merumuskan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan  mengendaiikan
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

3) Seksi Pengujian Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud pada ayal {2), menyelenggarakan fungst:

a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pangujian Sarana;

b. penympan baban perumusan kebijakan feknis di bidang
pengujian kendaraan bermotor,

¢. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian
saria pengawasan pengujan berkala kendaraan bermalor

d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaran tidak

barmator;
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1.3

e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengufian berkala
yang diselenggarakan oleh swasta,

. pelaksanaan akredtasi dan spesifikasi pengujian kendaraan
bermotor yang diselenggarakan oleh swasla,

g. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor:

h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebuluhan pengujian:

i. penerbiftan izin usaha jasa terkail dengan perawalan dan
perbaikan kapal;

J. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengujian Sarana; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olah Kepala Bidang Lalu
Linlas dan Angkulan yang berkailan dengan lugas dan
fungsinya.

BIDANG PRASARANA

1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalul Sekretans Dinas.

2) Bidang Prasarana mempunyal lugas merumuskan, mengendalikan
pelaksanaan program  kegiatan mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan prasarana perhubungan,

3) Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;

b. parumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;

¢. pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
prasaranda,

d. pengendalimn pelaksanaan pengoperasian prasarana;

e. pengendal@an pelaksanaan perawalan/  pemeliharaan
prasarana;

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Prazarana; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan lugas dan fungsinya,




1.3.1

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana

1) Seksl Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dipimpin oleh
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Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana yang
berkedudukan di bavsah dan bartanggung jawab kepada Kepala Bidang
Prasarana.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana mempunyal lugas
merumuskan, mengoordinasikan, memanlau, mengevaluas: dan man-
gendalikan pelaksanaan perencanaan Dan pengembangan prasarana
pethubungan.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam
melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), manye-
lenggarakan fungsi :

8. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan
Pengembangan Prasarana;

b. penylapan bahan perumusan kebijakan teknis di  bidang
perencanaan dan pangembangan prasarana;

¢, pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan  pemaliharaan
lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan |alan
lainnya yang berada di jalan dan bahu jalan;,

d. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi unluk pamasangan
lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan
lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakal,

e, pelaksanaan inventarisasi dan ideniifikasi penerangan jakan
umum yang hidak memiliki zin/rekomeandas),

{. pelaksanaan Investigasi kejadian-kefadian yang berhubungan
dengan penerangan [alan umum,

g, penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional
penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan
dan pemeliharaan panerangan umurm,

h. penslapan rencan induk dan DLKR/DLKF untuk pelabuhan
sungal dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk siasiun
pada faringan jalur kereta apl Kabupaten;

i petaksanaan penatapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-petabuhan
regional;

|. pelaksanaan pengelolsan pelabuhan laul dan infrastrukiure
penunjangnya,
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k. pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan jaringan trans-
poriasi jalan,

I. pelaksanaan rancang bangun fasiitas pelabuhan antar pulau;

m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan keglalan Seksi
Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,

.3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana

1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin @ oleh Kepala Seksi
Pengoperasan Prasarana yang berkedudukan di bewah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.

2) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyal tugas merumuskan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan
pelaksanaan  pengoperasian  prasarana  melipull  pengelolaan
perparkiran dan terminal.

3) Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), menyelanggarakan fungsi .

a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengoperasian
Prasarana,

b. penyiapan bahan peumusan kebijakan teknis di  bidang
pREngoperasan prasarana,

c. pengelolaan data pengesahan rancang bangunan ferminal dan
sub lerminal penumpang dan lerminal barang:

d. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian lerminal
dan sub terminal penumpang dan terminal barang;

g, pendalaan jumiah vajib refribusi dan besamya penarimaan
retribusi terminal, serla administrasi retribusi;

f. pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir uniuk
umum di jalan daarah;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengoperasian Prasarana; dan

h. pelaksaraan fungsl lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Prasarana yang berkaitan dengan lugas dan fungsinya.
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.33 Seks| Perawatan Prasarana

1) Seksi Perawalan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan
Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Prasarana.

2) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai  tugas  merumuskan,
mengoordinasikan, memaniau, mengevaluasi dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu  lalu  lintas dan
pertengkapan jalan,

3} Kepala Seksl Perawalan Prasarana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), menyelenggarakan fungsi |

a. perumusan bahan perencanaan pada Seks: Perawalan
Prasarana;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di  bidang
perawalan prasarana;

¢, penantuan lokasl pamasangan mambu lalu linlas, marka @lan
dan alal pemberi isyaral lalu lintas, alal pengendalian dan
pengamanan pemakai jalan serla fasililas pendukung di jalan
kabupaten;

d, pengadaan rambu kalu lintas, marka jalan dan alal pemberi
isyaral lalu linlas, alal pengendalian dan pangamanan pamakal
falan pendukung di jalan kabupalen;

a. pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan
dan alat pemberi syaral lalu lintas, alal pengendalian dan
pengamanan pemakal jalan serta fasiitas pendukung di jalan
kabupaten;

f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan
jatan dan gerakan lal lintas;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegialan Seksi
Perawalan Prasarana; dan

h. pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Prasarana yang berkailan dengan lugas dan fungsinya.

L4 BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
1} Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang
Pengembangan dan Kesalamatan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretars Dinas.
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1.4.1

2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai lugas merumus-
kan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluas| dan mengendalilan
pelaksanaan program  keglatan pengembangan dan  kesslamatan
perhubungan.

3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan lugas
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), menyelenggarakan fungsi:

a, perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan
dan Keselamalan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan
keselamatan perhubungan,

£. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengeam-
bangan lingkungan perhubungan,

d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian dalta secara
sistematis dan obyeklil penyebab kecelakaan lransporasi;

e. pambarian dan penyampaian rekomendas: hasil invesligasi ke-
calakaan transporiasi;

. pengembangan pemanduan moda dan leknologi perhubungan;

g. pengevaluasman dan pelaporan. pelaksanaan, kegiatan Bidang
Pengembangan dan Kesslamatan; dan

h. pelaksanaan Tungsi lain yang diberkan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lingkungan Perhubungan

1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin  oleh  Kepala Seksi
Lingkungan Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan
berfanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan
Keseiamalan,

2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyal lugas merumuskan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan
pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.

3) Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), menyelenggarakan fungsi .

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lingkungan
Perhubungan,

b. penyiapan bahan perumusan kebimkan tekniz di  bidang
lingkungan parhubungan;

c. pelaksanaan invesligas| lerhadap penyebab kecelakaan;
15




d. pengumpulan, pengolahan, anakisa dan penyajian dala secara
sistemalis dan obyektif penyebab kecelakaan lransportasi;

e. parmintaan data dan keterangan kepada mstans:i ferkai,
masyarakal alau pihak lain yang di pandang perlu;

I, penyusunan laporan hasil investigas: kecelakaan transportasi;

g. pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi
kacalakaan ransportasi;

h. pelaksanaan monitoring dan klarifikasi lerhadap proses tindak
lanjut atas rmekomendasi hasil  invesligasi  kecelakaan
transporias:;

I pelaksanaan invesligasl kecelakaan ftransporlasi secara
independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan
penyabab terjadinya kecalakaan transporiasi;

| pemberan rekomendasi keselamalan transportasi yang dapal
mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan
transporasi yang handal;

k. pelaksanaan kefja sama investigasi kecelakaan transporiasi dan
peningkalan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai
pihak yang berkompenten sera melengkapl kebuluhan sarana
dan prasarana investigas:;

| pelaksanaan dan/alay mengikuli sosialisal penyuluban dan
perfernuan  ilmiah  terkait wupaya pencegahan dan/atau
penanganan perlama lerjadinya kecelakaan transportasi;

m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegmatan Seksi
Lingkungan Perhubungan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan dan Keselamalan yang berkailan dengan tugas
dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Keselamatan
1) Seksi Keselamatan dipimpin cleh Kepala Seksi Keselamatan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Budang
Pengembangan dan Kesalamatan.
2) Seksi Keselamatan mempunyal tugas merumuskan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta panegakan hukum di bidang

lalu limas dan angkutan jalan.
s




3) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayal (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamatan;

b. penyiapan ba perumusan kebljakan teknis di bidang
keselamatan;

c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan laly limas jalan di
lan kabupaten;

d. pengawasan laik fungsi jalan;

e. pengelolaan keselamalan sarana dan prasarana;

. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan
kabupaten;

g. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkulan jalan;

h. pengelolaan keselamalan angkulan umum dan fasilitasi kelaikan
kendaraan,

i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di
bidang talu lintas dan angkutan jalan.

. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di
jalan,

k. pelaksanaan pemenksaan sural-sural penzinan kendaraan
umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa
kelengkapan buku KIR, Surat izin Bongkar Mual dan Trayek
(Kartu Pengawasan);

| pelaksanaan penilangan tlerhadap pelanggaran perundang-
undangan lalu lintas dengan mengeluarkan berita acara
paniEangan;

m. pengawasan leknis pemerksaan kendaraan di jalan sesuat
kevwenangan,

n. pengawasan jaringan kalu lintas angkutan barang dan angkutan
khusus;

0. petaksanaan peneriban umum dan jenis penerangan jakan
lainnya yang tlidak memiliki izin/ rekomendasi,

p. pengevaliasian dan pelaporan pelaksanaan kegalan Seksi
Keselamatan, dan

q. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan dan Keselamatan yang berkaitan dengan lugas

dan fungsinya.
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143 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

2.2

1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin aleh
Kepala Seksl Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan dan Keselamatan.

2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologl Perhubungan mempunyai tugas
merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluast dan
pelaksanaan perhubungan. mengendalikan pemaduan moda dan
teknologl parhubungan.

J) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dalam
melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2),
menyelenggarakan lungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemaduan Moda
dan Teknologl Perhubungan;

b. penylapan bahan perumusan kebigkan teknizs di  bidang
pamaduan moda dan leknologl perhubungan;

o pelaksanaan peneliian dan pengembangan sarta pengkajian di
bidang perhubungan;

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian  teknis
pelaksanaan pengembangan pemaduan moda dan teknolog
parhubungan,

a. panyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah, swasla dan lembaga lerkail lainnya di bidang
perhubungan,

. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan keglatan Seksi
Pemaduan Moda dan Teknologl Perhubungan; dan

g. pelaksanaan fungsi kain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan dan Keselamalan yang berkailan dengan lugas
dan fungsinya.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 Kondisi Kepegawaian
Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada

Dinas Perhubungan Kabupalen Cirebon menurul golongan ruang |/ kepangkatan
dan jenis kalamin pada posisi 31 Januard Tahun 2019 terinci sebagaimana Tabel

2.1.
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Tabel 2.1.
DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PANGKAT

TAHUN 2019
Lingkup H:".Il Golongs Jumlah
n i ] Hon PNS

| Kepala Dinas 1 1
Sekretariat 1
| Belradars Chnas 1
! Umim dan Kepegawain 2 2 ) 13
| SubBag. Frogram dan Keuangan i 3 :] 15
_Bidang Angkutan 1 = i
| Sehse Terminz! dan Parky 3 3] 17 28
| =ekEe Anghuian Daral 1 2 3
| Sekae Angkuian Laul, Sungal dan Lidars 1 2 3
mﬁidnnﬂ Lalu Lintas 1 1

Sekse Perencansan, Fenatapon  dan - o 4

Parlengkapan Jaian =

Sedae Pensrangan Jaan Lmum T 4 ) 20
| Selsw Araksa Dampah Lafy Lintes Fy 3 5
I

Bidang Keselamatan 1 1

Seksw Penguimn Kendaragn Sermotor 3 4 8 15

Gekme inspekal Keselmaian 1 1 1 3

Sekse Katerithan Lalu Linfas ] F s B 16
:_F_[.rngmﬂnm' Pengug 4 4 g

Jumiah B 3| | 28 66 135

Sumber | Sekmlariet Dnas Perficbumgan tbin 2008

Berdasarkan kuallas dan langgungjawab kera, SDM Dinas Perhubungan
dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerfanya terincl sebagaimana

lertabal 2.2
Tabel 2.2
DATA PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2019
| Tl"-r-w'. endidikan =i
Lingkup Kerja D02 Sa A Jumlah
B2 | 81 03 Sederajat BEMP 50
HKepala Dinas 1 1
Selretariat
Sokretaris Dinas ] 1
| SubBag Umum dan Kepegawsaien 3 5 4
SuhBag Progravn dan Keuangan - = , 3 0
Bidang Angkutan 1 1
Sekaw Termmal dan Parkr , . .

i




Sekse Angkutan Derat

i Sekzie Anghutan Laul Sungel dan
Lidara

Bidang Lalu Lintas

| Seksie Porencansan  Pensfapan
dan Perlengkapan Jaan

Sekse Pensrangan Jalan Umum

Sekse Anzlisa Dampah Laly Linias

Bidang Kesalamatan

Sekae Pengujian Mendwraon Ber-
matr

Sekdie inspeks! Kesalamalan

Sokse Kelerfian Laly Lindas

5 3

Fungsoinal Penguy

2 2

Sumiah

33 ] F 4

- (PR

Sumber - Selvelarat Dnas Perhebongan fehun 210

Secara real jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai
bita mendasarkan kebuluhan menurul hasil Analisa Jabatan Tahun 2019 formasi
yang ada sebanyak 69 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasl yang ldak dapal disi

ASN dan ketugasan vyang

langsung

bersentuhan  dengan  masyarakal

Dinas Perhubungan melalul kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak.
Berdasarkan ketugasan kekuatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Perhubungan
per 28 Juni 2019 disajikan pada tabel 2.3.

Data Tenaga Honorer/ Non PNS pada Dinas Perhubungan

Tabel 2.3
Tahun 2019

Ha Unit Herja

Ketugasan

Jumlah

1 Sekretarial

Pengadmnisirasian Umum

Operator Komputer

SOpK

Framu hanbor

Pengolia Arsp

R = | o N [ Rl

[ 2 Bidang Angkutan

Pengadmmisiasan Uimum

Ciparator Kompuler

Pemunghil el ibus!

] T

[ 3 Bidang Lalu Lintas

Pengadmmisirasmn Umum

Cperair Kompuler

s, |

Fanatausahan Umum

Tehnis PJU

—
-

4 Bldang Keselamatan

Dperator Kompuler

Pengoial Arsp

P P | =

Fenafausahan Urum
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! Analiats Date Teknis Penguj 1
| Teknis Pengatran Lajy Liniss i1
Terkinik Mekanh E ]

_._ Jumiah EE
Sumber - Sekrefarat Dnas Periubungan fakun 2070

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua (asilitas yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang pelayaman perkantoran. Kondisi sarana dan

prasarana  pendukung pelaksansan  luges Dinas  Perhubungan  adalah
sehagaimana Tabel 2.4,

Tabal 2.4.
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2024
nad ais 1010 017 1018
NamaBaang | jymi |  Koodl | gy | Wondid |y | Koodil | g | Koodidl | g | Kendi

wh | g | Punok | 10 | gk | mousake | 000 | mad | sl | N | pa | asak | Wb | pam
Gadung Kator i 1 L 1 1 1 i . i i 1
Bais: PKE L 1 L 1 i | 1 1 i 1 1
Tarminal d i a 1 : "
Wendeman rodud | 13 | - 13 1% 16 15
Kondsraanroca 2 | 26 | - o H 9 19
Kamguter 11 | - S n 6 a4
Laptap £ 7 . ' 7 | - - i3
Pretui 25 ® | - ; al - 51 BN
LED = . =] = g i e o & .
Meur Hatik - = i |
HT g | - ; & | - ; & E HEREA
Mesin Fas ] =] = | 20 =] = ] %[ - WIE . 1
AL 13 . | - : 17 13 | -
Adal FE8 g8 | - - W] - - 0| - . w| - . | 2
iy IO RS ST I N RS U C T T ) w
GRS 1 . & | - ; 8 | - . B . 5
Grounting Teds | IE s
Rt - . . : . p
Sumba - Spkretsnel Dmas Periibungsn Ehor 2078

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapalan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
selama 5 tahun periode RKPD berdasakan indikator Standar Pelayanan
Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan realisasi RPJMD dapat  dijelaskan
sabagai berikul |
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Berdasarkan label 2.7, di atas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan

dengan targel Pecapalan Kinerja Pelayanan Perangkal Daerah dan Indikator Kinerja
Utama dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pecapainan Kinerja Pelayanan Daerah.

Pencapaian pelayanan pada bidang perhubungan ada meliputi 6 (Enam,
indikator kinerja, dari table 2.7 tersebul diketahui bahwa pencapaian beberapa

targel masih di bawah target RPJMD meskipun secara umum tidak memenuhi
targat Renstra 2014-2019.

Adapun indikator yang masih di bawah targel RPJMD adalah:
a. Meningkatan jumlah angkutan darat dan laut;
b. Meninghkatan prasarana dan sarana transpotasi Publik;

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan
Perangkat Daerah L (e

Secara umum IKWIKK dalam indikator pelayanan Dinas Perhubungan
sebagaimana label 2.6 di alas diketahul bahwa pecapaian indikator pelayanan be-
lum bisa menggabarkan keberhasilan indikator selama tahuh 2014-2017 karena
lidak didukung data yang vahd, sedangkan hasil evaluasi pencapaian IKUWIKK
baru tahun 2018 diketahui lerfihat kecenderungan naik sebesar 100%,

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah pericde 5 (lima)
lahun 2014-2019 lelah dilaksanakan perencanaan daerah  sesual dengan
kewenangan Dinas Perhuungan. Selanjulnya dar hasil capatan indikalor kinerja
RPJMD ada beberapa  program dan keglatan diketahul capaian sebagal berikul

1. Meningkatan Prasarana dan sarana Transpotasi Publik.

1.1 Capaian peningkatan prasarana dan saran lrasporasi publike yang
telah dilaksakan sesuai program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan dan melaksakan pembangunan Halte bus Texi gedung
terminal dilihat sebagai berikut:
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24 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH.
Dalam periode lima tahun ke depan Kabupaten Cirebon akan mengalami
perkembangan transfortasi yang sangal signifikan dengan dilihat dan dibangunya
Jatan TOL CIPALI dan beroperasinya Bandara Infernational Kertajali Majalengka.
Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin
meningkal dengan adanya akses perjalanan dari anlar provinsi dan ke Bandara,
meningkalnya aklifitas masyarakal dan berambahnya jumbah kendaraan pribadi,
Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakal
periu dilaksanakan program dan keglatan sebagal upaya melaksanakan pelayanan di
bidang Perhubungan kepada masyarakal dan pengguna layanan transportasi
daniaranya:
1. Pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan;
2. Penyusunan perencanaan lransporiasi melalul penyusunan rencana Induk irans-
porasi, panyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Jaringan angkutan publik yang terkonekvilaskan dengan moda lransportas sesuai
kebutuhan masyarakal,
4. Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System),
5 Kesadaran masyarakat terhadap prilaku lalu lintas dan angkutan jalan sera
keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas,
Tamangan yang dihadapl dalam pengembangan pelayanan urusan
Perhubungan selama lima tahun ke depan diantaranya
1) Perlumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesal seliap lahunnya,
2) Semangkin kurangnya angkutan umum yang ldak berkebang skibal adanya
angkutan online [ Mobil Angkufan dan Motor);

3) Ketersedigan fasiltas perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) pada
malan Kabupaten/Kota;

4) Kelersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kola

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada
Dinas Perhubungan antara lain:

1) Stralegis Kabupaten Cirebon melaksanakan penyed@aan prasarana dan sarana
infrastruktur, transpotasi yang handal dan terintegrasi unfuk mendukung tar-
ciptanya keseimbangan pembangunan wilayah,

2} Ketersedisan moda trasnportasi angkutan umum public belum sesual kebuluhan
masyarakat,

3) Kemacetan kalu lintas dan angkutan jalan




BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Cirebon mempunyai keunggulan kompetitl wilayah fika
dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Kota Cirebon, dilihat dari posisi
geoslrategis Kabupaten Cirebon berada di jalur lalu lintas di pulau jawa bagian ulara,
diantara Provinsi Jawa Baral dengan Provinsi Jawa Tengah, Sebagai pintu gerbang
Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Baral, Kabupalen Cirebon merupakan daerah yang
sangal stralegis dimana menjadl linlasan antara fbu kola Jakarta dengan
daerah-daerah lain  sehingga menjadi daerah penghubung ekonomi dan
pemearintahan sehingga menjadi daya tarik ekonomi dan investasi,

Transporiast  semakin  vital peranannya seiring dengan kemajuan
perekonomian masyarakal dewasa ini, karena transportas| dapal berpengaruh
pada kebutuhan—kebutuhan masyarakal dimana transportasi berhubungan langsung
dongan ekonomi masyamkal, Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon akan
mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakal akan tersedizanya sarana,
prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang
memadal akan sangat berpengaruh terhadap kuantilas dan kualitas pergerakkan
masyarakal datam melakukan akiifitas sehan-harl,

Permasalahan Wransportasi secara umum di Kabupaten Cirebon adalah sebagal

berikul.

1. Belum optimalnya data base angkutan, data base angkutan kecelakaan dan
pelanggran lalu lintas, data base analisis kebutuhan prasarana lalu lintas, data
base kondisi kendarsan angkutan publik laik jalan, dala base lalt lintas hanan
rata-rata, data base kondisi eksisting lalu finlas dan angkutan falan, data base
satana prasarana pelayanan publik terminal, halte dan prasarana angkutan jalan
lainnya, serta data base kebutuhan sarana operasional bidang perhubungan,
Belum opfimainya penangan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.

Belum optimalnya sarana dan prasarana persimpangan lalu lintas dan jalan seria
periintasan sebidang.

4. Belum optimalnya ketersediaan prasarana fasillas lalu lintas dan jalan sesual
kebuluten lalu lintas dan jatan,

5. Belum lercapainya jaringan angkutan public yang terkonektivasikan dengan

maoda trasportasi sesual kebiiuhan masyarakat.
38




6. Belum adanya ATCS ( Area Trafic Control Sistem ) sebagal salah satu nevigasi
pengendalian lalu lintas melalul Smart City ,

7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku lalu lintas ada angku-

lan jalan serta keselamalan, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas,

Masih minim dan terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan,

Belum optimalnya pengelola parkir.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH /| WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH

Visi Bupall dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupalen Cirebon tahun 2019-2024
adalah;

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan
Aman".

Wit untuk mewujudkan visi pambangunan lersebut adalah:

1. Mevujudkan masyarakal Kabupaten Cirebon yang menujung linggi dan
melestarikan nikai-nilai budaya, tradist dan adal stadat;

2. Meningkatkan kualizs hidup masyarakal melalui pamanuhan kebuluhan dasar
masyarakat, peningkatan kualias pendidikan dan pelatihan dan ekonomi;

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakal Kabupaten Cirebon yang
sanantiasa menerapkan nilal agama, budi pekerll, santun, dan beratika;

4. Meningkatnya produktifitas masyarakal untuk lebih maju dan unggul sehingga
menambah daya saing di pasar inlemaskonal, nasional dan regional, yang
didukung oleh peningkatan kapasilas aparatur pemeriniah daarah;

5. Memeilihara keamanan dan keleriban umum unfuk mewujudkan kondusivitas
daemh guna mendukung terciptanya stabilitas nasional;

Dinas Perhubungan sebagai OPD yang membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penyelenggaraan umsan Pemerintah Daerah dan fugas
pembantuan di bidang perhubungan, Dikaitkan dengan visl dan misi Kepala Daerah
Kabupaten Cirebon dalam RPJMD 2018-2024 serta urusan pemeriniahan yang
diselenggarakan, maka fungsi dan fugas Dinas Perhubungan terkail eral dengan
pencapaian Misi 4 yaiu:

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul
sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional,
yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

an




Infrastrukiur meripakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena
secara langsung peningkalan infrastrukiur yang menghubungkan antara pusal
pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa,
sahingga dapal meangurangl biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan
infrastruktur akan berpangaruh pada peningkatan kesejahleraan masyarakat,

Faktor-faktor  penghambal  dan  pendorong  pelayanan  lugas
Dinas Perhubungan tethadap pencapaian Visi, Misl, dan program Kepala Dasrah
dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana label 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian

Visi, Misl dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dagrah

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtra, Agama, maju
dan Aman

Visi

' Misi | Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul

sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan
regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparalur

pemerintah daerah
Misi dan Program KDH dan Permasalahan Petighambat Faktar
Wakil KOH terpilih Pelayanan SKPD Pandorong
1, | Meningkatnya penyediaan layanan insfrastruktur wilayah
Brogram pengendaian | Beium opiimmimys Barrynknya kebudunan | Kesgiban mememini
dan penganeanan lal parmedingn [erianighagan | slan ursisan Pertaibungan
Rnias prerlenigh anan jalan Earena meninpkatmm
vt marka julan, anss lali ikas di
e anan jalan Haliiraten Clreion
dar Pl
, b. Proram Peringhatan | Wemrunya Baryahia Wil = Ak an
sl lcan pEnQOpREsan | KesE|E aian mgsyarss yang workialisase
Egrnimraan bermofiof lalLi Wras Bl Bod Wak adaran masaiah
el i B RERHATRAN berhesadasaran
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3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan

Berdasarkan Rencana Stralegis (Rensira) Kementerian Perhubungan  Ta-
hun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional unfuk
periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan MNasional. Rensira Kemanlerian
Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, stralegi, program,
kegiatan, targel dan indikator kinerj@ ulama yang akan dicapal, serta indikasi
pendanaan sesual fugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun
saktor transporiasi di Indonasia dalam kurun waktu 2015-2018, yang disusun dengan
berpadoman pada Peraturan Menterl PPN/Kepala Bappenas Nomor § Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra KL 2015-2019.
Sehubungan dengan lersebul Renstra Kemenienan Perhubungan Tahun 2015-2019
ini  akan berakhir maka sebagai acuan bernkutnya  dalam perencanaan
pembangunan perhubungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) MNasiona Tahun 2005-2025.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi,
sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan
pengembangan wilayah agar lercapail keseimbangan dan pamaralaan pembangunan
antar daerah; membeniuk dan memperkukuh kesatuan nasional unfuk memantapkan
periahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka
mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan lransportasi
dilakzanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secam antarmoda dan
intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkail dengan
penyelenggaraan transportas! yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha
yang kondusil, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berparisipasi da-
lam penyediaan pelayanan, meningkatikan Iklim kompetisi secara sehal agar dapat
meningkatkan efisiensi dan memberikan alternalif bagi pengguna jasa dengan letap
mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan
umum yang lerangkau kepada masyarakaf, menyediakan pelayanan angkulan
umum masal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang
aman, nyaman, terlib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergl dengan
kebijakan tata guna lehan; serta meningkalkan budaya beralu lintas yang tertib dan
digiplin, Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, lerpencil, dan
perdesaan dikembangkan sistem lransportasi periniis yang terbasis masyarakal
(community based) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi
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angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang
menyatukan persepsi dan angkah para pelaku penyedia jasa fransportasi dalam
konleks pelayanan global, mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang
dan bammang melalui perbaikan manajermen lransporlasi anlarmoda, meningkatkan
pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis;, meningkatkan
pangsa angkulan barang melalul kerela api, angkulan barang anlarpulau, baik
melalul sistem Ro-Ro maupun angkulan laul konvensional yang didukung oleh
peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda
transporiasi udara (fresh good and high value), mengembangkan sislem fransporias
nasional yang andal dan berkemampuan tinggl yang berflumpu pada aspek
keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, anlarseklor, antarvalayah, aspek sosial
budaya, dan profesionalilas sumber daya manusia lransporiasi serta menerapkan
dan mengembangkan teknologi transporiasi yang tepal guna, hemal energi, dan
ramah lingkungan.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganya

SASARAN JANGKA

FAKTOR
NO MENENGAH PE:E&?:;:H;H PENGHAMBAT | PENDORONG

| RENSTRA K/L

| 1. | Meningkatnya Belum maksimal- | Keterbatasan | Komilmen
aksesibilitas nya, parlengkapan | sarana dan Ker@asama
masyarakal terhadap | dan pemeliharaan | prasarana antara
pelayanan sarana Penerangan Jalan Pemda,
dan prasarana Umum di sebagian Dishub
transportas) guna wilayah Timur Provins! dan
mendorang Kementenan
pengembangan kon- Parhubungan
ektivitas antar wila-

I yah

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Baral 2018 — 2023 telah dilakukan
telaghan antara lain ditelapkan 5 (lima) su strategis pembangunan jangka menengah
Provinsi Jawa Baral sebagal berikut :
1. Kualitas nilal kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masatah sosial;
3. Perumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya
larmpung  lingkungan;
4 Produklivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.
a3




3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS
3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan pembanguan infrastruktur  bidang  perhubungan
khususnya  infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas
penyelenggaraan penataan ruang, yalu kelerpaduan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan, keberlanjutan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan,
kabersamaan dan kemitraan, perindungan kepenlingan umum, kepastian hukum
dan keaditan, serta akuniabiitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038
telah diletapkan nomor 7 tahun 2018, tentang RTRW dimaksudkan untuk
mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakal dan
pertahanan keamanan.

Permasalahan palayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tala Ruang
Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
sebagamana Tabel 3.51

Tabel 3.5.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya
r Rencana Tata Ruang Permasalahan Faktor

| NO | Wilayah terkait Tugas dan Pelayanan

Fungsi Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1. | Pengembangan jaringan | Belum Banyaknya Komitrmen

jalan yang belum dilakukannya jaringan jatan | yang kual
tercantum dalam kajian jarngan prasarana anatara .
perencanaan dapal prasarana yang berjakan | SKPD tlerkail
dilakukan dengan sand[r!~
memparhatikan hasil sandiri
kajlan dan dapat
dimanfaatkan uniuk
kepentingan umum

| 2. | Terminal penumpang Belum adanya Usulan Koordinasi
sgbagamana dimaksud pembangunan pembanguna | dengan

| pada ayal (8) hurul tlerminal bag n larminal stokeholder
papengoptimalan terminal | penumpang penumpang | lerkal
penumpang tipe C, di angkutan umum | umim
Keo Lemahabang dan
Arjawinangun

3. | Jaringan trayek angkulan | Kurangnya Balum Jaringan




penumpang sebagaimana | kendaran Terintegrasin | Trayek
dimaksud pada ayat (11) | angkutan ya Jaringan | angkutan
hurul a, meliputi al ; d. penumpang Trayek dan penuMpang
pengembangan trayek masyarakal Kurang yang
angkutan pedesaan di Nyamannya | terintegrasi
wilayah yang belum Angkutan
terlayani Penumpang

Umum di

Kabupaten

Cirebon

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Stralegis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun
ditujukan untuk memastikan penerapan prnsip pembangunan berkelanjulan dalam
pembangunan sualu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang men@di da-
sar dan mengintegrasikanya dalam pembangunan, Kaitannya dengan penyusunan
Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan
dalam kerangka prinsip keberdanjutan. KLHS bermanfaal untuk menjamin bahwa se-
tiap kebijakan, rencana dan/alau program dapat "lebih  hijau” dalam arti dapal
manghindarkan alau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan  kepu-
tusan agar keputusan yang diambil beronentasi pada keberlanjutan dan lingkungan
hidup, mekalui beberapa aspek sebagai benkut;

Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
identifikasi elek atau pengaruh lingkungan yang akan timiul,

& anlsipasi dan pencegahan lerhadap dampak lingkungan pada sumber
parscalan;

d. memperimbangkan alemnall - allernatif yang ada, termasuk opsl
prakiek-praklek pengelolaan ingkungan hidup yang baik;

e. perngatan dinl etas dampak kumulatiil dan resiko global yang akan muncul;

3,6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Isu stralegis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangal signifikan dimana
datang dengan mempertibanghkan Isu-tsu dari dinamika situasi saal inl. Rumusan isu
stratrgis yang akan ditangani dengan rencana stralegis sebagal berikut

1. Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingginya angka kecekakaan kalu lintes,
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§1 VISI DAN MISI
5.1.1 VISl
5.1.2 MISI
T |

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Bupali Cirebon pada tahun 2019 — 2024 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN",

Misi Bupali Cirebon adalah:

“ Meningkatkan Produktifitas Masyarakat uniuk lebih maju dan
unggul, sehingga menambah daya saing dipasar internasional,
nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah Daerah".

Adapun tujuan yang akan dicapal lima tahun ke depan adalah:

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
yang Berkeadllan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungarn.

Penjabaran lujuan dalam sasaran dan indikatlor sasaran serla largel
kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang
dalam Tabel 4.1

Tabel 5.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
Tanget K Tugusn' Sasaran pada Tahin ke
Tujisn Sanrin Inﬂb;::r;ﬂnumi T-r;;‘:l;lil arget Kinerja Tujus pada
1 o200 202y | 2022 | 2003|2024
Miningkatk sn Menurunya ang-
Sarana Trang- k@ EEcelakaan 213
pofnE yang el 208 | 206 | 200 168 183
Bakesela-
mptant En




Meaniig- Rasio volume per

katnya ke- | kapasitas (VIC

fancaran | Rasio)

dan

Wesaln-

matan Ber- e |om|om o | om0 [ose
talu Lintas

Mening- Prosentase

katnya jumlah Ken-

Kendaraan | daraan @ilkfungsi

yang per Totsl mian | 277 | g2 89 | 85,05 | 83.24 | 8344 | 8367
Berkesela- | kandaraan wajib il

matan uji

Mening- | Meningkatnya a

katnya pe- | kinerja dan pela-

layaran yanan dings . .
perkarntoran| perhubugan 1 00 100% | 100% | 100%: | 100% | 100%
yang me-

madal
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan  perencanaan
komprehensifl tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapal lujuan dan sasaran
Rencana Stralegis denpgan efeklil dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (slralegy locussed
managermenl). Rumusan strategi berupa pernyalaan yang menjelaskan bagaimana
tujusn dan sasaran akan dicapal yang selanjulnya diperjelas horison waktunya
dengan serangkaian arah kebifakan,

Hasil akhwr dentifikaesi fakior-faktor intermal dan  eksternal

Dinas Perhubungan guna penentuan allernalil sirategl berdasarkan pencermatan
dan Focussed Group Discussion untuk merumuskan stralegl yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapail tujuan
yang lelah dicanangkan sabagai barikut:

1. Kekuatan (Strength).

» Luas wilayah kabupaten Cirebon, sesuai 107.029 Ha dengan jumlah
penduduk sakilar 2.293.397 jwa.

+» Lelak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada di lintasan strategis
sabagai wilayah yang dilalui oleh falur jalan nasional (pantura).

» Beberapa di dataran rendahan wilayah pantailaul jawa dan penugungan
dengan ketinggian rala-rata 0-350 m diatas permukaan laul

»  Wilayah produkiif, perindustrian, perdagangan, dan usaha lainnya.

» Polensi sumber daya atam yang melimpah fan sumber daya manusia
yang handal.

» Kelersediaan sarana ftrasportasi yang memadai dari mulal moda
transportasi angkutan jalan, moda kerela api, moda trasportasi laul dan
moda trasporias) udara

2. Kelemahan (Weakness)
» Kepedatan jumiah penduduk yang tidak merata, terfokus di beberapa
wilayah kecamalan terutama wilayah ibu kota kabupaten,
= Penalaan ruang wilayah yang belum terkonsep (tidak memiliki masterplin
pengembangan wilayah sesual dengan luntuan jaman)




Masih rendahnya indeks pembangunan masyarakat (IPM), serla belum
maksimalnya pemberdayaan masyarakat terleutama dalam pengentasan
kemikinan dan pengangguran.

Komputensi aparatur pemerintaahan belum memadai secara kuantitatil
dan kualitatii sehingga masih lerdapal ketidak seimbangan dari jumiah
kebuluhan dan ketindakan sesuai pendidikannya,

Sarana dan prasarana public yang menjadi kebutuhan masyarakal belum
lercapainya terutama jaringan yang belum baik, kelaikan kendaraan
belum tercapainya, fasilitasi sarana lalu lintas.

Kelersediannya faringan moda trasnporiasi penghubung antara wilayah
belum memadal.

. Peluang (Opportunity).

Masuknya Kabupaten Cirebon di RPJM MNasional dalam wilayah
pangembangan pusal perlumbuhan  jawa baral daerah rencana
pengembangan Metropolitan cirebon Raya 2019

Meningkatnya Iklim Investasi dl Kabupaten Cirgbon,

Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikelola dan dipasarkan.
Dapal memberkan dampak positif terkail penerapan lenaga kerja local
sahingga meminimaslisir pangannguran,

Meningkatnya ekonomi dan taral hidup masyarakat.

Terwujudnya peluang usaha di berbagal sekioral,

Wilayah Kabupaten Cirebon sangal stralegs dalam pertumbuban dan
pengembangan, sebagai daerah penyangga periumbuban ekonomi.
Meningkalnya mulu penndidikan masyaraket dengah masukan leknolog
dan imu pengetahuan,

Terciplanya kompetensi aparalur masrakal yang berwawasan luas.
Terbentuknya trasportasi masal baru yang dapat mengubungkan selurub
akses potensial,

4. Ancaman/Tantangan (Treath)
» Kepadatan penduduk semangkin berlambah, seiring munculnya

masyarakal urbanisasi.

Terjadinya dampak negative dari berbagai hal baik kerusakan lingkungan,
kesemrawutan lal lintas dan kemacetakan, perubahan iklim, maupun
masuknya budaya barat yang mempengaruhi  kultul budaya local
sehingga menghilangkan sence of belong ( rasa peduli lerhadap sesame)

» Terjadinya persaingan usaha yang lidak sehat.
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Meningkalnya tindak pedana kejahatan, kekerasan dan perbulan
kekuasaan

Maiknya harga kebuluhan masyarakat, baik yang pokok maupun
sekunder

Maik angkutan kecelakaan lalu lintas

Unluk mewujudkan Visi Bupati Cirebon Tahun 2019 — 2024, sesuai dengan
Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagal
bearikiut:

Strategi untuk mewujudkan lujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai
berikout:

1

Meningkatkan pemenuhan standar keseclamatan sarana prasarana dan
rekayasa lalu intas.

Terpenuhinya Angkulan Umum yang Berkeselamatan sesual dengan
Kebutuhan Masyaraka,

Meningkatkan Jurnlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang
paham berlalu lintas;

Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,

Paningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Palayanan Dinas Perhubungan.

Arah kabijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagal pemandu pelaksana
dan pemangku-kepentingan, agar sirategl efekid dalam mewuudkan visi Renstra.
Arah kebijakan yvang akan dilaksanakan adalah:

L e U o

Peningkatan Panyelenggaraan Perparkiran;

Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Barlalu Lintas
Peningkatan Fasililas Perkeretaapian,

Paningkatan Fasiltas Terminal dan Angkutan;

Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum;

Peningkalan Penyelenggaraan Angkutan Umum;

Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaman Bermotor;
Pengaturan dan Penegakan Disiplin Beralu lintas;

10. Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang;

i

12.

Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakal
Transportasi,
Peningkatan Kinerja Pagawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan,




Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan

VisI

: Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera,
Agamais, Maju dan Amin,

MISI KE 4 @ Meningkatnya produkfitas masyarakat untuk lebih maju dan
unggul sehingga menambah daua saing di pasar intrnasional,

nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh
kapasilitas aparatur pemerintah daerah

Tuifusar

Basaran

Sirategis

B ol kobijakan

faningkstkan Saramna
Trans portes ) yang
bercesalamatan

M eninglat wa Kalancaran
dan Keselarmatan Berfalu
Lintas

M eningkatkan Pamanwhan
Staraiart Kesalamatan
Sarana, Prasarana dan
Refkayasa Lalu Lintas

Paningkaten Pananm-
pan Skemn hans-
|=mEnR den Rekayacs
Lalu Lmtss

Paning katan Pansra—
pan Skame M ana-
lamen dan Rekayasa
Lalu Lankas

Paningkatan
Pamanuhan Kabu-
tuhisn Fasiilm
Barialu Lintas

Peninghkstan Faxilitas
Parksrataapian

Peninglstan Fazilitay
Tarrminal dan

.ﬂuh!}utlh

Paningkatan F."Iltn_
Pansrangan Jalan
HI'I'I.I'H

Tarpanukinygs Angkutan
Ui yang Barkessla-
malan issual dengan
Kaputuhan Maryarakat

Peningiatan Peanype:
lpnggeraan Angsuten

Lrriam

Manmgkatnya kpndaraam
wang barlsselarmatan

Wenangxathan Jumlah
Kandarsan yang Laik lalan
dan Pangendaia yang pa-
ham barlaly lintas

Pangaturan dan

Penagakan Digln
Barlahu [Intas

Feningatan Standar
Takmik Pangujian
Kemmndaraan Bearrmolo:

Paningkatsn Kesadaran
masyarakat dalpm berlaky
lintas

Faningkstan
pEREas ERan angkus

tan crang dan ba rln,!__

Pembinasn kepgada
Panguzaha, Awak
Kendaragn dan
Mpsyarskat Trans-

purrni

Maningkatmya Pelgyansn
Perkantofan yeng meamadal

Peningkatan Akuntabilnes
inmria dan Pelayanan
Dines Perhubungan

Pamngatan Kinara
Pegmwaidan Pala-
yanan Cinat
Ferhubungan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2019-2024

Berdasarkan lujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon dalam kurun wakiu lima tahun mulai Tahun Petama (2019)
sampai dengan Tahun Kelima (2024), maka rencana program dan kegiatan,
indikator  kinefja  program  dan  kegiatan, targetkinerja program  sera
kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuralkan dalam lable 6.1
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun
mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Cirebon 2019-2024 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Perumusan
indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD
untuk selanjutnya dilakukan identifikasl bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang  berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target
kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapalan tujuan dan
sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIJIMD
il
Kandisl I:I:::T: ' -
Tujuan / konerja pa- Target Capalan Setlap Tahun .
W ; Satuan : da akhir
Indikator da awal pri- :
pricde
ode REIMD
RPIMD
020 | 2021 | am | 2023 | 2024
1 Menirrgki'm'.ra Sasaran transportas) yang berkeselarnatan
Menurun
ol ol Bzl 213 208 | 208 | 200 | 196 | 193 193
kecal- akaamn
akaan

Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD tertuang dalam Tabel 7.2

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD
:“"‘”_5‘ Kendisi kon-
bl oo Target Capalan Setiap Tahun erja pada
a Indikator Satuan | pada awal
akhir pricde
prieds RPIMD
RPIMD
2010 4021 2 | 2033 | 20324
i 1 | Rasks Yalirme
par Kapasitas W 0,76 0,75 0,73 072 | 0,70 | D68 0,65
IV/C Rasia)

75



Prosentase
furmdah Ken-
daraan Lafk
Fungs! per To-
tal bumilah
Kendaraan
‘Walib Ui

82,77

B3.24

B3,44

B3,67

Meningkatnya
pelayanan
perkantoran

Yang me-
madai

100

100

100

104

T




BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirgbon
Tahun 2018 - 2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta
rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 5 (lima)
tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 5 tahun 2019 - 2024 akan
digunakan sebagal acuan atau panduan bagl seluruh unsur organisasi
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas vyang teruang dalam Renstra ini
merupakan upaya menggal berbagai potensi sumber daya yang ada dan
memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Cirebon. Dengan telah
disepakatinga Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam
pelaksanaanya perlu segera melaksanakan  konsolidasi ke dalam seshingga
timbul persepsi yang sama dalam mengakiualisasikan pada bidang tugas
masing-masing.

Perubahan Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan
berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian
hari, cleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggl agar tujuan akhir
dalam rangka mendukung masyarakal Kabupaten Cirebon yang lebin sejahtera,
maju dan berdaya saing segera terwujud,

al...llan'llll
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